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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi  Januari  2019 mengetengahkan laporan utama 
mengenai stunting dan beban keuangan BPJS kesehatan. Tema ini sangat 
aktual mengingat persoalan BPJS kesehatan yang tidak kunjung selesai 
ternyata berelasi dengan persoalan stunting di Indonesia. Stunting 
dapat terdeteksi pada usia dua tahun, dan menurut penulis diperkirakan 
bisa menjadi investasi jangka panjang bengkaknya pembiayaan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Di bidang politik, Update Indonesia bulan ini membahas dua  isu, yakni 
informasi hoaks di masa kampanye Pemilu 2019 dan pelajaran dari 
korupsi kepala daerah selama 2018. Terkait maraknya penyebaran hoaks 
dalam kampanye Pemilu 2019, menurut penulis jelas sangat merugikan 
banyak pihak. Informasi visi-misi, program kerja, rekam jejak para calon 
dikhawatirkan tidak diperhatikan oleh para pemilih. Adapun korupsi di 
kalangan kepala daerah di 2018 menjadi fenomena yang perlu diketahui 
latar belakang pendorongnya, agar ke depan tidak ada lagi fenomena yang 
sama dalam masyarakat yang demokratis.  

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas mengenai kritik terhadap 
rendahnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di 
Indonesia. Hal ini tidak lain karena rendahnya edukasi dan literasi ekonomi 
digital yang diberikan kepada masyarakat. Topik ekonomi lainnya membahas 
tentang arah pembangunan SDM dan asumsi makro  pada postur APBN 
2019. Penulis berpandangan peningkatan SDM merupakan proyek jangka 
panjang yang juga seharusnya melibatkan  daerah agar semua informasi 
(terkait peningkatan SDM) dapat diimplementasikan secara merata. 

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tiga topik, yakni 
pertama, mengantisipasi banjir Jakarta. Musim penghujan yang telah 
datang dan menyebabkan banjir seharusnya dapat diantisipasi oleh semua 
pihak agar resikonya dapat diminimalisir. Kedua, mengkritisi kesetaraan 
gender dan inklusi sosial dalam pembangunan infratruktur. Sejumlah regulasi 
yang berlaku terkait aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial seharusnya 
tidak memunculkan dampak sosial dari pembangunan infratruktur. Ketiga, 
isu sosial menyoroti kebijakan peringatan dini tsunami. Pasca terjadinya 
tsunami di Banten dan Lampung, kenyataannya memunculkan persoalan 
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tidak berfungsinya peringatan dini tsunami di wilayah lokasi 
bencana. Hal ini juga terkait dengan biaya pemeliharaan dan 
praktik vandalisme.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual 
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di 
lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, 
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun 
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun 
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia.  

 Selamat membaca.
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Stunting dan Beban Keuangan BPJS Kesehatan

Dua dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
2015-2030 membahas mengenai stunting. Tujuan kedua SDGs 
yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan 
peningkatan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. 
Tujuan keenam yang terkait dengan stunting adalah menjamin 
ketersediaan dan pengelolaan air, serta sanitasi yang berkelanjutan 
untuk semua (Ermalena, 2017).

Kementerian Kesehatan (2018) menyatakan stunting sebagai 
masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan 
gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan 
gangguan pertumbuhan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari 
standar usianya. Lebih jauh, stunting harus didefinisikan sebagai 
potensi melemahnya fungsi kognitif dan timbulnya beberapa 
penyakit kronis sebagai dampak jangka panjang kurangnya asupan 
gizi kronis di usia balita. Dengan kata lain, kondisi pendek saja belum 
cukup mendefinisikan stunting.

Indonesia memiliki catatan suram stunting dengan menduduki 
peringkat  empat  besar dunia setelah India, Pakistan, dan Nigeria 
(Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan, 2018). Data 
Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018 
menunjukkan bahwa prevalensi stunting mengalami penurunan 
sampai angka 30.8 persen. Walaupun angka ini lebih rendah 
dibandingkan dengan capaian tahun 2013, namun angka ini masih di 
atas standar yang dikeluarkan World Health Organization (WHO), 
yaitu 20 persen.

Salah Satu Faktor Bengkaknya Pembiayaan BPJS Kesehatan

Stunting yang mulai dapat terdeteksi pada usia dua tahun 
merupakan investasi jangka panjang bengkaknya pembiayaan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dapat dikatakan 
demikian karena stunting memiliki dampak jangka pendek dan jangka 
panjang (Lutfiah dalam Indonesia 2018, 2018). 

Laporan Utama
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Dampak jangka pendek stunting antara lain terganggunya 
perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan 
gangguan metabolisme tubuh. Sedangkan dampak jangka panjang 
stunting adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi 
belajar, menurunnya kekebalan tubuh, meningkatnya risiko penyakit 
diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, 
kanker, dan disabilitas di usia tua (Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017).

Dampak jangka panjang tersebut jelas akan mempengaruhi 
pembiayaan BPJS. Tabel 1 berikut menginformasikan mengenai 
beberapa penyakit berbiaya fantastis yang menyedot dana BPJS 
lumayan banyak.

Tabel 1. Delapan Penyakit Berbiaya Tinggi 

Januari-Agustus 2018

Sumber: cnnindonesia.com, 23/10.

Daftar penyakit-penyakit pada tabel 1 tersebut merupakan penyakit 
yang berpotensi diderita oleh balita stunting ketika dewasa atau 
bahkan lansia. Dapat dibayangkan dalam beberapa puluh tahun ke 
depan sebanyak 30 persen balita stunting akan menderita penyakit 
tersebut. Lebih jauh, negara berkewajiban memberikan jaminan 

Laporan Utama
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layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Kondisi ini jelas akan 
menjadi beban berat bagi pembiayaan kesehatan nasional.

Hal yang Perlu Diperbaiki

BPJS Kesehatan akan terus mengalami defisit, bahkan kecenderungan 
defisit akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya cakupan 
kepesertaan. Beberapa aspek dapat diperbaiki, terutama dalam 
rangka mencegah stunting balita.

Pertama, BPJS Kesehatan harus melakukan inovasi promotif dan 
preventif dengan menjabarkan dan memperkuat program promotif 
preventif di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Universal 
Health Coverage (UHC) tidak akan bertahan jika konsep yang 
dipakai hanya mengobati yang sakit. Konsep mencegah masyarakat 
sehat agar tidak menjadi sakit sangat lah penting. Mencegah balita 
agar tidak stunting dapat dilakukan melalui dua konsep pendekatan, 
yaitu Universal Risk Coverage (URC) dan Universal Cause Coverage 
(UCC). 

URC merupakan bentuk investasi multisektoral yang memiliki 
fokus dalam pencegahan penyakit. Sedangkan UCC merupakan 
reformasi kebijakan gaya hidup sehat melalui upaya promotif yang 
sangat mengedepankan peran sektor kesehatan. Konsep ini juga 
telah direkomendasikan oleh pakar multidimensi keilmuan dalam 
publikasi artikel ilmiah yang berjudul “Universal Health Coverage in 
Indonesia: Concept, Progress, and Challenges” yang diterbitkan the 
Lancet Desember 2018.

Kedua, pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan dan Kementerian 
Kesehatan sudah saatnya tidak menganaktirikan primary health 
care (PHC). PHC berperan sebagai gatekeeper 144 penyakit 
yang harusnya tidak dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut 
(FKTL). Namun, banyak PHC yang belum mampu melaksanakan 
144 penanganan penyakit tersebut sehingga rujukan ke FKTL. 
Akibatnya, klaim yang harus dibayarkan membengkak.

Faktor yang menyebabkan belum mampunya PHC melaksanakan 
144 penanganan penyakit tersebut adalah berada pada minimnya 
fasilitas dan rendahnya jumlah dan persebaran serta kompetensi 
tenaga kesehatan. Profesor Akmal Taher selaku Staf Khusus 
Menteri Kesehatan dalam Acara the Lancet Paper Launch 
Kamis, 20 Desember 2018 menyatakan bahwa pemerintah sudah 
saatnya menciptakan dokter keluarga dan perawat keluarga untuk 
ditempatkan di PHC yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan Utama
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Selain berperan menangani 144 kasus tersebut, PHC khususnya 
Puskesmas harusnya mampu menjalankan fungsi Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) melalui upaya promotif dan preventif. Beban 
kerja pelayanan dan pelaporan administratif yang harus dilakukan 
oleh tenaga kesehatan khususnya di PHC menjadikan UKM seolah 
dikesampingkan dalam pelayanan Era JKN. Padahal, tidak akan 
pernah tercapai UHC yang berkelanjutan tanpa memperkuat 
pelayanan PHC.

- Umi Lutfiah  -

Laporan Utama

Stunting merupakan 
salah satu penyebab 
bengkaknya 
pembiayaan BPJS 
Kesehatan. Universal 
Health Coverage yang 
dicanangkan terealisasi 
2019 tidak akan 
pernah tercapai atau 
bahkan bertahan jika 
konsep Universal Risk 
Coverage, Universal 
Cause Coverage, 
serta Primary Health 
Care belum menjadi 
prioritas.
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Pada hari Rabu, 2 Januari 2019, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) merilis laporan tentang 62 konten 
hoaks yang tersebar di internet dan media sosial berkaitan dengan 
Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden (Pilpres) (www. kominfo.go.id, 2/1). 

Temuan dalam laporan ini berdasarkan penelusuran dengan 
menggunakan mesin AIS oleh Sub Direktorat Pengendalian Konten 
Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika. 
Hasil penelusuran tersebut,  teridentifikasi jumlah konten hoaks 
terbanyak ditemukan pada bulan Desember 2108, yakni sebanyak 
18 konten hoaks. 

Pada bulan Agustus 2018 ditemukan sebanyak 11 konten hoaks. 
Bulan September 2018 terdapat 8 konten. Oktober 2018 terdapat 
12 konten. November 2018 sebanyak 13 konten hoaks.  

Penyebaran berita hoaks marak dilakukan melalui situs berita 
online. Selanjutnya dari pemberitaan di situs berita online, berita 
hoaks tersebut, disebarluaskan melalui jejaring media sosial, seperti 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain-lain. 

Sebelumnya, Kemenkominfo juga telah merilis terdapat 800 ribu 
situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu 
(hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech) (cnnindonesia.com, 
29/12/2018).

Merugikan Pemilih, Menurunkan Partisipasi

Maraknya penyebaran hoaks dalam kampanye Pemilu 2019, sangat 
jelas akan merugikan pemilih dan juga para peserta Pemilu, baik 
partai politik, calon anggota legislatif, maupun pasangan calon 
presiden dan wakil presiden. 

Padahal kampanye merupakan kegiatan penting bagi pemilih untuk 
mengenali visi-misi, program kerja, rekam jejak para calon dalam ajang 
kontestasi politik lima tahunan ini. Di sisi kandidat, masa kampanye  

Informasi Hoaks di Masa Kampanye Pemilu 2019

Politik
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menjadi ruang bagi para kandidat baik legislatif maupun eksekutif 
untuk mempengaruhi pemilih dengan cara memperkenalkan visi-
misi dan program kerja mereka.

Sejogyanya memilih calon anggota legislatif maupun pasangan calon 
presiden dan wakil presiden merupakan bentuk dari partisipasi politik 
masyarakat. Partisipasi politik masyarakat itu sendiri merupakan 
wujud dari kesadaran politik masyarakat. Menurut Surbakti (2007), 
kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai 
warga negara. 

Lebih jauh, Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007) menyebutkan 
salah satu variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
tingkat partisipasi politik seseorang, adalah kesadaran politik.  Jika 
kampanye Pemilu 2019 telah banyak diisi oleh informasi hoaks, 
dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat akan menurun.

Rekomendasi

Oleh karena itu, menurut penulis, pertama, sangat penting 
untuk disadari oleh para peserta Pemilu 2019, baik partai politik, 
calon anggota legislatif, maupun pasangan calon presiden dan 
wakil presiden untuk mengedepankan kampanye yang mendidik. 
Kampanye yang mendidik seharusnya menekankan pada diskusi 
gagasan di arena publik.

Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan 
kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Sudah seharusnya 
kampanye dijadikan ruang pendidikan politik masyarakat guna 
membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis. 

Kedua, penting bagi Kemenkominfo bersama media massa dan 
kelompok masyarakat sipil untuk terus mendorong penguatan 
literasi media bagi masyarakat. Definisi literasi media sendiri, 
yaitu kemampuan memiliki akses ke media, memahami media, 
menciptakan dan mengekspresikan diri untuk menggunakan media 
(Buckingham 2005, Livingstone 2005). 

Penguatan literasi media akan menumbuhkan pemahaman kritis 
masyarakat terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat 
memilah informasi yang didapat, apakah hal itu hoaks atau tidak. 

- Arfianto Purbolaksono -

Politik

Maraknya penyebaran 
hoaks dalam kampanye 
Pemilu 2019, sangat 
jelas akan merugikan 
pemilih dan juga para 
peserta Pemilu, baik 
partai politik, calon 
anggota legislatif, 
maupun pasangan 
calon presiden dan 
wakil presiden. 
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Pelajaran Dari Korupsi Kepala Daerah Selama 2018 
                

Sepanjang tahun 2018, gerak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dalam memberantas korupsi layak mendapat apresiasi publik. 
Sebanyak 31 kepala daerah ditangkap KPK sepanjang tahun 2018. 
Adapun modus korupsi yang dilakukan oleh 31 kepala daerah 
tersebut beraneka macam. Tulisan ini akan memaparkan data 
31 kepala daerah yang telah tertangkap KPK selama tahun 2018. 
Selain itu, penulis juga mengulas model korupsi dan memberikan 
analisis penyebab mereka melakukan korupsi. Terakhir, penulis akan 
memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat agar tindak pidana 
korupsi tidak lagi dilakukan oleh pejabat publik pada tahun ini.

Politik
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Sumber: liputan6.com

Politik
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Faktor Pendorong Korupsi

Dari tabel di atas tergambarkan bahwa banyak kasus yang membuat 
kepala daerah terlibat korupsi. Suap proyek infrastruktur di daerah 
menjadi dominasi kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. 
Namun, dari 31 korupsi kepala daerah tersebut mengisyaratkan 
bahwa setidaknya ada dua faktor yang membuat kepala daerah 
melakukan korupsi.

Pertama, faktor dari sisi elektoral. Biaya politik yang harus 
dikeluarkan oleh calon kepala daerah sangat besar. Mulai dari 
mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi, biaya kampanye, 
hingga biaya saksi. Besaran biaya yang harus mereka keluarkan 
cukup variatif antara 350 Miliar hingga 1 Triliun untuk maju menjadi 
calon gubernur (Sindonews.com, 26/10/18). Sedangkan di level 
bupati/walikota, Kemendagri menyebutkan calon kepala daerah 
membutuhkan 20-100 Miliar untuk memenangi pemilu (kompas.
com, 21/01/18). Besarnya biaya politik ini mendorong kepala daerah 
untuk melakukan korupsi agar modal yang mereka keluarkan dapat 
segera kembali.

Kedua, dari sisi hukum, sanksi yang diterapkan selama ini tidak 
membuat politisi jera melakukan tindak pidana korupsi. Seperti 
yang dikatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata 
tuntutan terhadap kepala daerah oleh KPK hanya 7 hingga 5 tahun 
penjara. Rendahnya tuntutan yang diajukan oleh KPK tersebut 
dikarenakan oleh beberapa faktor.

Pertama, karena adanya celah hukum dalam UU tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 2 dan 3 
dalam UU Tipikor mengatur soal kerugian negara. Tapi ancaman 
minimalnya ada yang sampai 1 tahun penjara. Kedua, Jaksa KPK 
dinilai kurang menggunakan semua instrumen hukum untuk 
menuntut maksimal. Dari 84 kasus kepala daerah yang masuk 
pengadilan, hanya ada 16 terdakwa yang dituntut terbilang cukup 
ringan, 0-4 tahun. Terdakwa yang dituntut di atas 10 tahun penjara 
hanya 11 orang dari 84 orang tersebut (liputan6.com, 31/12/18).

Rekomendasi

Dengan melihat fakta tersebut, penulis merekomendasikan bahwa 
perlu ada perbaikan sistem pemilu yang dapat menekan biaya politik. 
Salah satunya yang dapat dipertimbangkan ialah dengan e-voting. 
Dengan adanya e-voting, calon kepala daerah dapat menekan dana 

Politik
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saksi. Selain itu, hal ini juga selaras dengan perkembangan teknologi 
yang ada. 

Hal lain yang dapat dilakukan ialah negara ikut serta dalam 
memberikan dana kepada partai politik. Dengan harapan, adanya 
dana dari negara tersebut, partai diwajibkan menjalankan keuangan 
organisasi secara transparan. Tidak kalah penting ialah, perlu adanya 
perbaikan UU Tipikor untuk meningkatkan masa hukuman koruptor 
agar menciptakan efek jera.. 

- Fadel Basrianto -

Persoalan korupsi 
harus diselesaikan 
secara komprehensif, 
serta melalui jalur 
hukum dan politik.

Politik
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Kritik Terhadap Rendahnya Indeks Pembangunan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia 

Pada 17 Desember 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis 
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-
TIK) Indonesia tahun 2017. Mengacu publikasi tersebut, perolehan 
Negara Indonesia pada indeks IP-TIK terbilang masih rendah, yakni 
di level indeks 4,99 dari skala 0-10. Meskipun terdapat pola kenaikan 
sejak tahun 2015 hingga 2016 dengan nilai masing-masing 3,88 
dan 4,34, namun capaian tersebut dapat dikatakan relatif rendah 
karena belum mampu menyentuh setengah dari skala angka indeks 
maksimal 10.

Seperti yang diungkapkan Kecuk Suharyanto selaku Kepala BPS, 
indeks pembangunan TIK Indonesia belum mumpuni karena 
indikator penggunaan internet lebih rendah dibandingkan akses 
dan infrastruktur, serta keahlian masyarakat. Tercatat, indikator 
penggunaan internet berada di angka 4,44 dari skala 1-10. Sementara 
indikator akses dan infrastruktur di 5,16 dan indikator keahlian 5,75 
(cnnindonesia.com, 17/12).

Jika merujuk kembali pada laporan rilis indeks pembangunan TIK 
yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat ketersebaran literasi digital dan 
teknologi informasi masih sangat terbatas. Dari sebanyak 34 provinsi, 
hanya terdapat 9 provinsi yang memiliki indeks pembangunan TIK 
di atas rata-rata nasional pada tahun 2017. Provinsi yang dimaksud 
diantaranya: DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, 
Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Banten, Sulawesi Utara, dan 
Jawa Barat. 

Sementara itu, dari 25 provinsi yang memiliki angka indeks di bawah 
rata-rata nasional, yang cukup mencuri perhatian adalah terdapat 
provinsi di Jawa, seperti Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang memiliki 
indeks pembangunan TIK rendah, yaitu 4.88 dan 4.72. Selebihnya 
provinsi-provinsi yang ada di wilayah timur mayoritas masih memiliki 
indeks pembangunan TIK relatif rendah.  Selengkapnya lihat pada 
gambar berikut ini:
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Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) Provinsi, 2017

 Sumber : BPS, 2018.

Masih rendahnya indeks pembangunan TIK di Indonesia bukan 
semata-mata karena persoalan ketersedian infrastruktur. Lebih jauh, 
pembangunan infrastruktur di bidang digital saat ini sudah berjalan 
cukup masif. Sebagai salah satu contoh, pembangunan jaringan 
serat optik di kawasan Indonesia Barat dan Timur atau yang dikenal 
dengan Proyek Palapa Ring. 

Anang Latif selaku Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi 
dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemkominfo) menyebutkan jika proyek Palapa Ring saat ini sudah 
berjalan mencapai 98,56 persen (liputan6.com, 6/11). Kondisi ini juga 
selaras dengan data BPS, dimana indeks akses dan infrastruktur 
memiliki skor 5,16. Justru indikator paling rendah dalam 
menggambarkan kondisi indeks pembangunan TIK di Indonesia 
adalah dari sisi indikator penggunaan yaitu 4,44 dari skala 0-10.

Apakah yang perlu diperbaiki ?

Masih rendahnya indeks pembangunan TIK di Indonesia harus 
ditanggapi secara serius. Hadirnya teknologi digital perlu ditangkap 
dengan baik untuk menciptakan daya saing ekonomi. 

Penguasaan teknologi menjadi salah satu kendala yang dihadapi 
Indonesia dalam mendorong daya saing. Hal tersebut juga 
terkonfirmasi berdasarkan Global Competitiveness Index 2017-
2018. Meskipun Indonesia mengalami kenaikan peringkat indeks 
pada urutan 36 dari 137 negara atau naik 5 peringkat dibanding 
peringkat sebelumnya pada posisi ke-41, namun, dari 12 indikator 
yang mengukur daya saing, salah satu aspek penting yang perlu 
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menjadi catatan adalah masih rendahnya indikator literasi teknologi 
di Indonesia (technological readness). 

Pemerintah pusat perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah 
agar lebih memperhatikan daerah-daerah yang memiliki indeks IP-
TIK yang cenderung rendah, seperti: sebagian besar provinsi yang 
ada di Sumatera, Papua, Sulawesi, NTB, NTT, Jawa Timur, serta 
Jawa Tengah.

Langkah konkrit yang perlu diimplementasikan adalah memberikan 
edukasi dan literasi ekonomi digital terhadap masyarakat. Upaya 
ini sangat penting dilakukan karena para pelaku usaha di Indonesia 
masih dihadapkan pada sikap resisten terhadap perubahan teknologi. 

Dengan hadirnya fasilitas infrastruktur dan proses sosialisasi yang 
tepat, diharapkan para pelaku usaha akan semakin mendapatkan 
informasi tentang nilai tambah ekonomi dari hadirnya teknologi 
informasi dan digital.

- Riski Wicaksono  -

Ekonomi

Teknologi informasi 
dan digital memiliki 
peranan penting dalam 
menunjang daya 
saing ekonomi. Selain 
melalui penyediaan 
akses infrastruktur, 
hal lain yang patut 
diperhatikan adalah 
proses edukasi dan 
sosialisasi tentang 
nilai tambah hadirnya 
ekonomi digital.
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Menilik Arah Pembangunan SDM 
dan Asumsi Makro 

Pada Postur APBN 2019

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah 
menyepakati RUU APBN 2019 menjadi Undang-Undang melalui 
rapat paripurna pada 31 Oktober 2018 (kompas.com, 1/11/2018). 
Mengacu pada Nota Keuangan APBN 2019, kali ini Pemerintahan 
Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mengusung tema pada 
APBN 2019 tentang “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya 
Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”.

Rancangan APBN 2019 menjadi cukup krusial mengingat ini 
merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Kabinet Kerja 
Pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan tema besar APBN 2019, 
terlihat optimisme pemerintah dalam mendorong daya saing 
pembangunan melalui investasi SDM. Dalam pidato kenegaraan 
terkait Rancangan APBN 2019, Presiden Joko Widodo menekankan 
bahwa perbaikan investasi untuk menggenjot penerimaan dan 
pembangunan SDM harus menjadi fokus utama (mediaindonesia.
com, 30/10/2018).

Penguatan Kualitas SDM

Selaras dengan program utama pemerintah tahun 2019, berdasarkan 
postur APBN 2019 nampak terlihat adanya konsentrasi alokasi 
anggaran yang cukup besar di bidang pendidikan. Pasalnya dari 
total belanja negara yang yang mencapai sebesar Rp 2.439,7 triliun, 
sekitar 20 persen diantaranya diarahkan pada peningkatan kualitas 
pendidikan di Indonesia.

Total belanja yang diarahkan pada sektor pendidikan adalah sebesar 
Rp 487,9 triliun. Dari total belanja tersebut setidaknya disumbang 
oleh 3 komponen, diantaranya: kontribusi belanja pemerintah pusat 
(Rp 158 triliun); kontribusi transfer dana desa (Rp 309,9 triliun); dan 
kontribusi pengeluaran pembiayaan (Rp 20 triliun).
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Kontributor terbesar terhadap anggaran bidang pendidikan adalah 
transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai 63 persen dari 
total belanja bidang pendidikan. Transfer dana desa khususnya 
untuk pendidikan ini meningkat signifikan mencapai 80 persen 
dibandingkan anggaran pada APBN 2018. Selengkapnya lihat bagan 
berikut ini:

Alokasi Belanja Sektor Pendidikan Pada APBN 2019

 

Sumber : Nota Keuangan APBN 2019

Berdasarkan kerangka strategis yang tertuang dalam kebijakan fiskal 
pemerintah, terdapat beberapa poin fokus pengembangan kualitas 
pendidikan yang akan diimplementasikan pemerintah kurang lebih 
sepanjang tahun 2019, diantaranya:

1. Peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.

2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru.

4. Memperkuat pendidikan vokasi.

5. Mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif 
terhadap perkembangan teknologi.

6. Mendorong perluasan program beasiswa.

Ekonomi
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Bagaimana dengan Asumsi Indikator Makro 2019?

Selain persoalan pembangunan kualitas SDM, terdapat elemen 
makro yang patut dikritisi, yaitu: proyeksi pertumbuhan ekonomi, 
laju inflasi dan proyeksi penerimaan pajak. 

Masih merujuk pada dokumen APBN 2019, pemerintah menetapkan 
target pertumbuhan ekonomi 2018 pada angka 5,3 persen. Angka 
tersebut naik tipis dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 
sesuai outlook 2018, yaitu 5,2 persen.

Target pertumbuhan ekonomi yang terbilang rendah ini memang 
masih cukup realistis. Hal ini mengingat bahwa gejolak global 
diprediksi masih akan terus berlanjut di tahun 2019. Eskalasi 
perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina juga masih belum 
menunjukkan titik terang, sehingga hal ini belum memberikan 
angin segar terhadap perputaran arus modal dan kinerja neraca 
perdagangan internasional tanah air.

Kemudian, asumsi makro lain yang mencuri perhatian adalah 
target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.781 triliun atau 
meningkat 15 persen dibandingkan penerimaan pajak pada outlook 
2018. Penulis berpendapat bahwa target ini terbilang kurang realistis 
mengingat pemerintah menggencarkan penerimaan pajak disaat 
ekonomi masih tumbuh lesu. 

Selain itu, target pertumbuhan yang hanya diproyeksi tumbuh tipis 
di bawah 1 persen, namun pemerintah menargetkan penerimaan 
dari sisi pajak meningkat 15 persen ini menjadi sebuah hal yang tidak 
logis. Langkah ini justru akan menghambat perkembangan investasi 
di Indonesia, karena ketika investor mengharapkan adanya insentif 
kebijakan kemudahan berusaha justru dihadapkan pada penarikan 
pajak yang intensif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis memberikan beberapa 
catatan kritis. Pertama, upaya pemerintah dalam mendorong 
penguatan daya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan 
adalah langkah positif. Jika dilakukan kajian pada level IPM (Indeks 
Pembangunan Manusia), Indonesia memang masih memiliki 
pertumbuhan IPM yang cenderung lambat. Berdasarkan data BPS, 
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rata-rata pertumbuhan IPM sepanjang tahun 2014 hingga 2015 
hanya tumbuh di bawah 1 persen (0,6%).

Sementara itu, laporan Human Development Index (HDI) yang 
dipublikasikan United Nation Development Program tahun 2017 
menunjukkan bahwa skor indeks HDI Indonesia berada di bawah 
rata-rata global dengan peringkat 116 dari 189 negara. Bahkan jika 
dibandingkan dengan negara berkembang lain di Asia Tenggara 
Indonesia masih tertinggal di bawah Thailand, Malaysia, Srilanka.

Namun, penulis menilai bahwa pembangunan SDM merupakan 
proyek jangka panjang, artinya tidak serta-merta bahwa program 
tersebut akan memberikan dampak ekonomi secara langsung. Selain 
itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus 
terus dijaga agar setiap daerah memiliki informasi yang lengkap 
terkait implementasi program.

Kedua, pandangan terkait proyeksi asumsi makro. Kebijakan 
intensifikasi pajak pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati. 
Meskipun pajak menjadi suntikan modal utama bagi APBN, namun 
pemungutan pajak tersebut perlu dipetakan dengan tepat. 

Sebagai contoh, pemberian beban pajak tinggi pada jenis usaha 
yang cenderung memberikan kerugian negatif dalam jangka panjang 
terhadap lingkungan atau sumber daya alam. Kemudian sebaliknya, 
perlunya memberikan berbagai bentuk insentif pajak bagi usaha 
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja atau bagi usaha skala 
baru (start-up).

APBN memiliki peranan penting sebagai instrumen pelaksanaan 
fiskal. Diharapkan program strategis yang telah disusun tidak hanya 
sebagai kebijakan populis semata, mengingat 2019 menjadi tahun 
politik. Lebih jauh, program-program diharapkan dapat berjalan 
dengan baik agar proyeksi terkait penguatan SDM hingga proyeksi 
asumsi makro dapat terealisasi. 

- Riski Wicaksono -

Sinergi kebijakan 
yang tepat antara 
pemerintah pusat, 
daerah serta pemangku 
kepentingan lainnya 
diharapkan menjadi 
langkah efektif untuk 
merealisasikan 
pengembangan kualitas 
SDM yang menjadi 
program utama yang 
tertuang dalam APBN 
2019.
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Musim Penghujan telah datang. Pada musim seperti ini, Jakarta 
selalu dihantui dengan persoalan banjir. Salah satu masalah klasik 
kota ini selain kemacetan. Dari tahun ke tahun, banjir selalu terjadi 
di beberapa wilayah Jakarta. Karena banjir datangnya secara 
periodik, hal ini membuat kita dapat memprediksi datangnya banjir 
sekaligus meminimalisir resikonya. Tulisan ini akan mengulas usaha 
yang dapat memitigasi banjir di Jakarta. 

Prakiraan Banjir Jakarta

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ditjen 
Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan 
Informasi Geospasial (BIG) telah melansir daftar wilayah prakiraan 
potensi banjir di seluruh Indonesia. Prakiraan ini dibuat berdasarkan 
prakiraan hujan bulanan yang disediakan oleh BMKG, daerah rawan 
banjir yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rkayat (PUPR) dan peta dasar yang disediakan oleh 
BIG. 

Dalam prakiraan wilayah berpotensi banjir pada musim penghujan, 
Jakarta pada Bulan Januari akan diperkirakan mengalami banjir 
sedang di dua kota yakni di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. 
Wilayah Jakarta Selatan yang diperkirakan mengalami banjir sedang 
pada bulan Januari berada di Kecamatan Jagakarsa dan Pasar Minggu. 
Sedangkan di Jakarta Timur, banjir sedang diperkirakan akan terjadi 
di Kecamatan Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat 
Jati, Makabar, dan Pasar Rebo. Di bulan yang sama, potensi wilayah 
yang mengalami banjir rendah tersebar di beberapa titik di Jakarta 
Barat (9 kecamatan), Jakarta Pusat (7 kecamatan), Jakarta Selatan 
(10 kecamatan), Jakarta Timur (7 kecamatan), dan Jakarta Utara 
(6 kecamatan). 

Sedangkan pada bulan Februari, potensi banjir menengah 
diperkirakan akan terjadi merata di seluruh wilayah Jakarta, karena 
bulan ini merupakan puncak musim penghujan di tahun 2019. Pada 

Mengantisipasi Banjir Jakarta
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bulan Maret di wilayah Jakarta Utara diperkirakan akan mengalami 
banjir tingkat rendah. Sedangkan di wilayah lain masih berpotensi 
banjir menengah (bmkg.go.id, 12/12/18).

Penyebab Banjir Jakarta

Selaras dari prakiraan berdasarkan wilayah rawan banjir di atas, ada 
banyak faktor yang menyebabkan Jakarta seringkali dilanda banjir 
saat musim penghujan. Menurut penelitian Urban Poor Consortium 
(UPC), ada tiga faktor utama yang menyebabkan Jakarta banjir 
saat diguyur hujan deras.

Pertama, 40 persen area Jakarta berada di bawah permukaan air 
laut. Diperparah lagi, setiap tahunnya Jakarta menghadapi risiko 
peningkatan muka air laut hingga 50 milimeter per tahun. Hal ini 
menyebabkan ketika ombak pasang yang bertepatan dengan musim 
penghujan, dapat menembus tanggul laut dan menyebabkan banjir 
ekstream. Hal ini terjadi pada tahun 2007 ketika separuh wilayah 
Jakarta terendam banjir. 

Faktor kedua ialah banyak rawa diubah fungsinya menjadi 
lahan permukiman dan perkantoran. Adanya permukiman dan 
perkantoran di atas bekas lahan rawa tersebut membuat air hujan 
tidak dapat terserap ke tanah. 

Faktor ketiga ialah berkurangnya waduk dan danau di sekitar 
wilayah Jakarta. Pada zaman Belanda, terdapat 800 waduk dan 
sekarang tersisa 200 waduk. Waduk yang tersisa di Kabupaten 
Bogor sebanyak 95 waduk, 6 waduk di Kota Bogor, 20 waduk di 
Kota Depok, 37 waduk di Kabupaten Tangerang, 8 waduk di Kota 
Tangerang, 14 waduk di Kabupaten Bekasi, 4 waduk di Kota Bekasi 
dan 16 waduk di Jakarta. Dari 200 waduk tersebut, 80 persennya 
dalam kondisi rusak, terlalu dangkal, atau telah diubah menjadi area 
permukiman. Selain itu, limpahan air dari Bogor dan Depok seringkali 
membuat Jakarta menjadi banjir (kompas.com, 21/02/2017).

Kebijakan Mitigasi Banjir Jakarta

Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus 
Ibukota (DKI) Jakarta maupun pemerintah pusat telah berkolaborasi 
untuk meminimalisir resiko banjir Jakarta. Kolaborasi yang dimaksud 
tidak hanya terjadi pada kepemimpinan Anies Baswedan sebagai 
Gubernur Jakarta dan Joko Widodo sebagai Presiden RI semata. 
Akan tetapi meliputi kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya 
dan presiden-presiden sebelumnya. Beberapa kebijakan kolaborasi 
yang dimaksud adalah sebagai berikut.
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Pertama, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR saat 
ini sedang membangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang 
berada di Kabupaten Bogor. Bendungan Ciawi dibangun dengan 
nilai pekerjaan konstruksi Rp 757,8 miliar melalui kontrak tahun 
jamak. Bendungan ini menampung aliran Sungai Cisarua, Sungai 
Cibogo, dan anak Sungai Ciliwung dengan volume tampungan 6,45 
juta m3. Sementara Bendungan Sukamahi dibangun dengan daya 
tampung 1,68 juta m3. Nilai kontrak untuk membangun Bendungan 
Sukamahi sebesar Rp 436,97 miliar. Diperkirakan dua bendungan ini 
akan mengurangi banjir di Jakarta sebesar 30 persen (cnbcindonesia.
com, 26/12/18).

Kedua, Pemprov DKI masih melanjutnya proyek normalisasi 
sungai, situ, waduk yang ada di Jakarta maupun yang ada di 
sekitar Jakarta. Sebanyak 241 alat berat disebar di beberapa lokasi 
untuk menormalisasi prasarana penahan banjir. Lokasi tersebut 
diantaranya Waduk Cimanggis, Embung Aselih, Waduk Pekayon, 
Waduk Pondok Rangon, Waduk Jagakarsa, dan waduk, serta 
sungai lainnya. Selain itu, normalisasi Sungai Ciliwung juga telah 
berjalan. Sepanjang tahun 2013-2017, normalisasi Sungai Ciliwung 
telah dilakukan sepanjang 16,38 kilometer dari panjang sungai yang 
harus dinormalisasi sektar 33, 69 km.

Pemprov DKI saat ini telah menganggarkan dana untuk melanjutkan 
proyek normalisasi sungai dan waduk. Dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, Dinas Sumber Daya Air 
(SDA) mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Rinciannya, 
Rp 400 miliar untuk pembebasan lahan guna normalisasi waduk, 
Rp 900 miliar untuk pembebasan lahan guna normalisasi kali, serta 
tambahan Rp 450 miliar untuk pembebasan lahan dalam APBD 
Perubahan 2018 (kompas.com, 10/12/18). 

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019 akan membangun 
1.333 unit drainase vertikal (sumur resapan). Rinciannya 33 titik 
drainase sedang dengan kedalaman 40 meter dan 1.300 titik untuk 
drainase vertikal dangkal dengan kedalaman 4 meter. Drainase 
vertikal ini berfungsi menampung air ketika musim penghujan datang 
serta menjadi kantong air ketika musim kemarau tiba. Pemprov DKI 
Jakarta mengalokasikan anggaran untuk pembangunan drainase 
vertikal sedang sebesar Rp 2,8 miliar dan Rp 12,5 miliar untuk 
pembangunan drainase vertikal dangkal (detik.com, 10/12/18).

Rekomendasi

Namun, kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat 
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seperti yang disebutkan di atas masih belum cukup. Penyelesaian 
banjir di Jakarta harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Beberapa 
kebijakan lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah pertama, 
pembangunan waduk di daerah sekitar Jakarta harus diperbanyak 
agar air telah tertampung dulu di daerah hulu sebelum mengalir ke 
Jakarta. 

Kedua, menjadikan sungai sebagai halaman depan rumah warga. 
Saat ini sungai di jakarta sering menjadi halaman belakang rumah 
warga. Berbagai saluran limbah rumah tangga dibuang ke sungai tak 
terkecuali sampah. Ke depan, kebijakan normalisasi sungai harus 
disertai dengan kebijakan menghadapkan rumah warga ke sungai. 

Dengan kebijakan tersebut, sungai menjadi halaman depan mereka. 
Limbah tidak lagi dibuang ke sungai tetapi dialirkan ke penampungan 
limbah komunal. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, sungai-
sungai di Jakarta akan dirawat tidak oleh pemerintah semata tetapi 
juga masyarakat tepi sungai, mengingat sungai merupakan halaman 
rumah mereka. Mau tidak mau estetika sungai akan menjadi 
perhatian warga tepi sungai.

Ketiga, kolaborasi menjadi kunci dalam mitigasi bencana banjir. 
Koordinasi lintas sektor wajib dijalankan agar kendala-kendala di 
lapangan untuk mengatasi banjir dapat diselesaikan dengan cepat. 
Selain itu, penegakan hukum kewajiban membangun drainase 
vertikal bagi kantor-kantor di Jakarta juga harus ditegakkan. Dengan 
demikian, risiko banjir Jakarta dapat dikurangi

  - Fadel Basrianto -

Penyelesaian masalah 
banjir di Jakarta 
tidak dapat hanya 
diselesaikan oleh satu 
pihak, namun juga 
harus melibatkan pihak 
swasta, masyarakat, 
dan pemerintahan 
lintas level. Selain 
itu, minimalisir risiko 
banjir di Jakarta 
tidak hanya dapat 
diselesaikan oleh satu 
periode pemerintahan 
semata karena 
meminimalisir risiko 
banjir membutuhkan 
waktu yang lama.
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Sejak era Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), pembangunan 
infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan terutama 
pembangunan infrastruktur di pedalaman, penghubung antar 
pulau, dan prioritas di luar Pulau Jawa. Pemerintah berpandangan 
bahwa pembangunan infrastruktur tidak saja dapat menekan biaya 
logistik, tetapi sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi, serta 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.  

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas 
Indonesia (LPEM UI) menyebutkan bahwa pembangunan 
infrastruktur dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan 
penyerapan tenaga kerja sebesar 6,7% hingga 7,6% hingga tahun 
2019 (Detik.com, 20/10/2018). Terkait pemanfaatan jangka panjang, 
pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan Proyek 
Strategi Nasional (PSN) dapat berdampak pada pertumbuhan PDB 
sebesar 7,2% pada tahun 2023 dan 9,3% pada tahun 2030 (Detik.
com, 20/10/2018)..

Secara akumulatif, dalam kurun waktu 2016 hingga September 2018 
sebanyak 33 Proyek Strategi Nasional (PSN) yang  telah rampung 
ditambah sejumlah proyek lain (non-PSN). Secara keseluruhan, 
proyek memiliki estimasi nilai investasi sebesar Rp. 4.150 triliun 
(Detik.com, 20/10,2018).

Pembangunan infrastruktur seringkali bersifat teknis, dan kurang 
memiliki kepekaan gender dan cenderung tidak inklusif terhadap 
kelompok rentan. Artinya, infrastruktur yang sudah dibangun, 
apakah sudah menggunakan design universal yang dapat diakses 
oleh semua pihak tanpa memperdulikan jenis kelamin, usia, dan 
kedisabilitasan?   

Beberapa contoh kecil pembangunan infrastruktur yang kurang 
diperhatikan terkait aspek gender dan tidak inklusi, misalnya, 
apakah tingginya pegangan (tangan) saat berdiri di dalam bus dapat 
membuat perempuan merasa nyaman? Apakah pembuatan MCK 
di pedesaan sudah memisahkan laki-laki perempuan atau apakah 

Mengkritisi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam 

Pembangunan Infratruktur

Sosial
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pembuatan jalan di tempat kemiringan yang curam sudah dibuat 
undakan dan pagar pengaman (ralling) yang dapat membantu 
pengguna jalan dan tidak membahayakan kelompok lansia?

 Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial sebagai Perspektif 

Kesetaraan gender dan inklusi sosial adalah sebuah perspektif atau 
cara pandang, dimana dalam konteks pembangunan insfratruktur 
menjadi sangat penting untuk membongkar pengabaian terhadap 
dampak sosial atas pembangunan  (KIAT, 2018).   

Para pembuat keputusan atas pembangunan infrastruktur dan 
pelaksana proyek sering berasumsi bahwa perempuan dan laki-laki, 
penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, minoritas adat, dan kaum 
miskin, secara otomatis akan memperoleh manfaat yang sama dari 
kegiatan insratruktur. Justru sebaliknya, realitas pembangunan 
infratruktur cenderung mengabaikan mereka. 

Penerapan kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif bagi 
kelompok rentan sangat diperlukan mengingat kelompok-kelompok 
tersebut semakin mendapatkan pengakuan (identitas) dan eksis 
dalam bermasyarakat.  

Selama ini, pembangunan infrastruktur sendiri sering dianggap 
sebagai  ranah laki-laki. Secara jumlah, tenaga teknisi laki-laki 
memang lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki atau siapapun 
yang memiliki kepekaan yang minim terhadap perspektif kesetaraan 
gender dan inklusi sosial akan berakibat kepada pembangunan 
infratruktur yang tidak memberikan rasa nyaman dan aman bagi 
perempuan dan kelompok rentan (KIAT, 2018).    

Provinsi DKI Jakarta, meski sebagian besar infrastruktur tidak akses 
atau tidak berpihak kepada penyandang disabilitas dan lansia, masih 
ada beberapa (infrastruktur) yang bisa menjadi contoh bagi kota-
kota lain. 

Pembangunan trotoar percontohan di Jalan Diponegoro misalnya, 
dapat membantu penyandang disabilitas agar bisa beraktivitas di 
ruang publik. Penghalang berbentuk ‘S’ dapat menghalangi sepeda 
motor atau gerobak pedagang naik ke trotoar. Penghalang ini justru 
memungkinkan pengguna kursi roda naik ke trotoar dan berjalan 
diatasnya. Artinya penghalang ini accessible, tidak hanya bagi 
pejalan kaki tetapi juga pengguna kursi roda untuk dapat berjalan 
dengan aman dan nyaman di trotoar (Kompas.com 2016/05/30). 

Ekonomi
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Lainnya, lampu pelican crossing untuk penyeberang jalan juga 
mudah diakses bagi pengguna kursi roda di beberapa simpang 
lampu lalu lintas di Jakarta. Meski belum sempurna, ini merupakan 
langkah baik dan diharapkan bisa diperluas ke wilayah lain. Kedepan 
seharusnya tingkat kemiringan di beberapa trotoar di Jakarta dapat 
diperbaiki dan lama waktu menyeberang dirubah dari 15 detk 
menjadi 20 detik  (Kompas.com 2016/05/30).

Secara umum, masih minimnya pembangunan insftrasturktur 
dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan inklusi 
sosial diantaranya disebabkan karena pemahaman dan komitmen 
yang masih rendah dari para pengambil keputusan dan pelaksana 
proyak; minimnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di 
kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah; koordinasi yang 
belum kuat antar pemangku kepentingan, serta belum maksimalnya 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan 
evaluasi pembangunan infrastruktur. 

Program dan Regulasi Terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi 
Sosial

Pentingnya perspektif mengenai kesetaraan gender dan inklusi 
sosial dalam pembangunan infrastruktur merupakan perwujudan 
dari program pengarusutamaan gender.  Hal ini sejalan dengan 
RPJMN 2015-2019, yakni meningkatkan kualitas hidup dan peran 
perempuan di berbagai bidang pembangunan. 

Di aspek regulasi, beberapa peraturan baik nasional dan daerah 
sudah cukup memadai untuk dijadikan bahan rujukan dalam 
perencanaan pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap 
kesetaraan gender dan inklusi sosial.  Bappenas melalui program 
KIAT (kemitraan Indonesia-Australia) untuk infrastruktur sudah 
menyusun buku kompilasi kebijakan terkait dengan aspek gender, 
disabilitas, perlindungan anak, dan partisipasi masyarakat. 

Kompilasi kebijakan tersebut sudah sangat komprehensif, dan dapat 
menjadi pegangan para pengambil keputusan proyek dan pelaksana 
proyek untuk mewujudkan pembangunan infratruktur yang ramah 
kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Berikut tabel jumlah regulasi dari undang-undang, peraturan 
daerah sampai peraturan lain-lain yang dibagi dalam empat katagori 
aspek, yaitu gender, perlindungan anak, disabilitas, dan peran serta 
masyarakat. 

Ekonomi
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Sumber: Kompilasi kebijakan terkait gender, disbailitas, perlindungan  anak, dan 
partisipasi masyarakat, KIAT, 2018.

Berkaca dari tabel di atas, regulasi yang mengatur terkait kesetaraan 
gender dan inklusi sosial sudah tersedia. Jika demikian, tidak ada 
alasan bagi para pengambil keputusan dan pelaksana proyek untuk 
melaksanakan pembangunan infratruktur yang berperspektif 
kesetaraan gender dan inklusi sosial.  

Untuk mewujudkan komitmen para pengambil keputusan dan 
pelaksana proyek, tidak ada salahnya masyarakat juga ikut terlibat 
dalam aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur dengan cara memanfaatkan layanan pengaduan ke 
lembaga-lembaga terkait, seperti Ombudsman. 

 - Yossa Nainggolan  -

Pembangunan 
infrastruktur tanpa 
perspektif kesetaraan 
gender dan inklusi 
sosial merupakan 
salah satu bentuk 
pengabaian terhadap 
dampak sosial 
pembangunan. Hal ini 
dapat menghambat 
peningkatan kualitas 
hidup perempuan 
dan kelompok rentan 
(disabilitas, lansia, 
anak dan lainnya). 
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Di penghujung 2018 ini, tsunami kembali menerjang Indonesia. 
Gelombang tsunami setinggi 3 meter menerjang wilayah Banten 
dan Lampung, pada hari Sabtu, 22 Desember 2018, sekitar pukul 
21.30 WIB. Tsunami terjadi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) jumlah korban tsunami di Banten dan Lampung mencapai 
430 korban jiwa. Data tersebut berdasarkan update pada Rabu 
(26/12/2018) pukul 13.00 WIB oleh Kepala Pusat Data Informasi 
dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho (beritasatu.com, 
27/12/2018). 

Sementara korban luka-luka mencapai 1.495 orang, 159 masih 
dinyatakan hilang, 21.991 korban selamat berada di pengungsian. 
Selain itu, BNPB juga merilis kerusakan fisik, yakni 924 rumah 
rusak, 73 penginapan rusak dan 434 perahu juga mengalami rusak 
berat (beritasatu.com, 27/12/2018).

Bencana tsunami merupakan kali yang kedua menerjang Indonesia 
di tahun 2018 lalu. Sebelumnya, pada 28 September 2018, gempa 
berkekuatan 7,4 skala richter menyebabkan gelombang tsunami 
yang menerjang Sulawesi Tengah. Catatan BNPB hingga 20 
Oktober 2018, korban tewas akibat bencana gempa, tsunami, dan 
likuifaksi di Sulawesi Tengah itu mencapai 2.113 jiwa (detik.com, 
27/12/2018).

Sebanyak 4.612 orang mengalami luka berat. Terdapat 223.751 
orang mengungsi di 122 titik. Adapun korban hilang sebanyak 1.373 
jiwa. Dampak kerugian senilai Rp 2,89 triliun, dampak kerusakan 
mencapai RP 15,58 triliun (detik.com, 27/12/2018).

Tidak Berfungsinya Peringatan Dini Tsunami

Melihat dari dua kejadian bencana tsunami di atas, muncul persoalan 
terkait tidak berfungsinya peringatan dini tsunami di wilayah lokasi 
bencana. Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo 

Menyoroti Kebijakan Peringatan Dini 

Bencana Tsunami di Indonesia     

Sosial
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Nugroho mengungkap 22 Buoy (atau alat pendeteksi) tsunami di 
perairan Indonesia sudah lama tak beroperasi sejak tahun 2012 
(detik.com, 26/12/2018).

Adanya aksi vandalisme dan terbatasnya biaya pemeliharaan dan 
operasi menyebabkan buoy tidak berfungsi. Kondisi ini menyulitkan 
untuk memastikan apakah tsunami benar terjadi di lautan atau tidak 
(detik.com, 26/12/2018).

Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) membenarkan, seluruh alat deteksi tsunami tersebut kini 
tak lagi berfungsi. Anggaran yang terbatas diklaim sebagai salah satu 
pemicu persoalan itu. Namun, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami 
BMKG, Rahmat Triyono, menyebut buoy yang pernah terpasang 
di Indonesia tidak dikelola institusinya, melainkan Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) (bbc.com, 1/10/2018).

Lebih lanjut, Rahmat Triyono mengatakan, ketiadaan buoy 
mengharuskan BMKG memprediksi potensi tsunami pasca gempa 
berdasarkan metode pemodelan. Artinya, perkiraan tsunami itu 
dihitung dalam perangkat lunak, berdasarkan pusat kedalaman dan 
magnitude gempa. Metode penghitungan potensi tsunami yang kini 
diterapkan BMKG tidak selalu presisi. Rahmat Triyono mengklaim, 
membeli alat deteksi berteknologi terkini terhambat anggaran (bbc.
com, 1/10/2018).

Di sisi lain, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 
melalui Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT M. Ilyas 
menyatakan bahwa biaya perawatan buoy sangatlah mahal. 
Pembelian Buoy murah dengan harga Rp 5 miliar. Namun yang 
menjadi mahal adalah untuk biaya perawatannya yaitu sebesar Rp 
150 juta per harinya.  Perawatannya berupa perawatan baterai baik 
yang ada di dasar laut dan ada pula di permukaan. Oleh karena 
itu, BPPT mengembangkan alat pendeteksi tsunami yaitu cable 
based tsunamimeter (CBT). M. Ilyas mengatakan CBT lebih 
murah perawatannya, walaupun dengan pembelian lebih mahal 
dibandingkan buoy (tempo.co, 6/10/2018). 

Masalah Kebijakan

Penulis melihat persoalan di atas muncul karena gagalnya pemangku 
kepentingan untuk merumuskan masalah dalam tahap formulasi 
kebijakan, khususnya kebijakan peringatan dini tsunami. 

Sosial



Update Indonesia — Volume XIII, No. 1 – Januari 2019 30

William N. Dunn (2014) menyatakan dalam tahapan formulasi 
seringkali dihadapkan dengan kesalahan tipe ketiga (error third 
type), yakni kesalahan perumusan kebijakan karena kekeliruan 
dalam mengidentifikasi masalah. Kesalahan dalam mengidentifikasi 
masalah menyebabkan kegagalan dalam sebuah kebijakan yang di 
implementasikan. 

Menurut penulis, dalam kebijakan peringatan dini tsunami, pemangku 
kepentingan gagal mengidentifikasi masalah dalam menentukan 
alat pendeteksi dini tsunami. Identifikasi masalah dilakukan dengan 
penggunaan data yang benar untuk menentukan penggunaan 
Buoy dan CBT. Seharusnya, jika memang CBT dibutuhkan untuk 
meningkatkan akurasi dan biaya pemeliharaan yang efisien, CBT 
digunakan untuk pendeteksi tsunami, guna melengkapi keberadaan 
Buoy.  

Selain kegagalan dalam merumuskan masalah, penulis melihat 
adanya persoalan koordinasi antar pemangku kepentingan (yaitu 
BMKG, BNPB, dan BPPT) dalam mengimplementasikan kebijakan 
peringatan dini tsunami. 

Rekomendasi

Melihat kondisi di Indonesia yang memiliki kerawanan bencana 
tsunami, dibutuhkan pembenahan dalam kebijakan peringatan dini 
tsunami di Indonesia. 

Pembenahan dilakukan dengan pertama, membangun sistem 
koordinasi antar pemangku kepentingan yaitu BMKG, BPPT, dan 
BNPB dalam kebijakan peringatan dini tsunami. Hal ini sangat 
penting untuk menghindari persoalan mis-koordinasi di antara para 
pemangku kepentingan. 

Kedua, memperkuat data untuk dapat mengidentifikasi permasalahan 
dalam tahap formulasi kebijakan pembangunan sistem peringatan 
dini tsunami di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan 
kebijakan yang tepat untuk pembangunan sistem peringatan dini 
tsunami di Indonesia. 

Ketiga, mendorong para pemangku kepentingan seperti BNPB, 
BMKG, BPPT, LIPI, serta Kemendagri untuk memperbaharui peta 
daerah-daerah rawan bencana tsunami. Hal ini melihat fenomena 
tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung. Peta daerah-daerah 
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rawan bencana akan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah 
sebagai langkah antisipasi untuk membuat kebijkan mitigasi bencana 
tsunami.

Keempat, mendorong pemerintah daerah (khususnya di daerah yang 
rawan tsunami) untuk menyusun pos anggaran tanggap bencana 
dalam APBD. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai langkah 
antisipasi terhadap potensi bencana tsunami. 

- Arfianto Purbolaksono  -

Sosial
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Profil Institusi

The  Indonesian  Institute (TII) adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang 
resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis 
dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga 
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana 
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. 

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang 
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan 
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai 
visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan 
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), 
diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana 
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), 
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom-up yang partisipatif 
dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal 
ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan 
pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang 
tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal 
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada 
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan 
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada 
perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia 
dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah 
Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik 
yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK
Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang 
disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi 
terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, 
pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas 
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan 
adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk 
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), pemerintah daerah dituntut lebih responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset 
kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan 
segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di 
daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan 
publik. 

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik 
yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan 
(policy assessment) yang akan ataupun sudah dilakukan. 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai 
dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII 
juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang 
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya 
dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada 
umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga 
dalam proses kebijakan. 

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1) 
Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL
Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 

Program Riset  Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Program Riset, Survei, dan Evaluasi 

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang- 
bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk 
memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, 
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam 
mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII 
adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh 
TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan 
yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu 
maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada 
adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, 
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei 
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi 
bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan 
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) 
Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun 
Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat 
diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan 
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk 
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim 
sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif 
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media 
yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM
Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
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evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang  timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi dan Advokasi
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